
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 

Volume 19 
Number 1 Januari Article 3 

1-2019 

Dampak Keterbukaan Perdagangan terhadap Ketimpangan Dampak Keterbukaan Perdagangan terhadap Ketimpangan 

Pendapatan di Indonesia Pendapatan di Indonesia 

Ayas T. Wiguna 
Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, 
ayastasliwiguna@gmail.com 

Maddaremmeng A. Panennungi 
Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, 
maddaremmeng@gmail.com 

Follow this and additional works at: https://scholarhub.ui.ac.id/jepi 

 Part of the Economics Commons 

Recommended Citation Recommended Citation 
Wiguna, Ayas T. and Panennungi, Maddaremmeng A. (2019) "Dampak Keterbukaan Perdagangan 
terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia," Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia: Vol. 19: 
No. 1, Article 3. 
DOI: 10.21002/jepi.2019.03 
Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/jepi/vol19/iss1/3 

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Economics & Business at UI Scholars Hub. 
It has been accepted for inclusion in Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia by an authorized editor of UI 
Scholars Hub. 

https://scholarhub.ui.ac.id/jepi
https://scholarhub.ui.ac.id/jepi/vol19
https://scholarhub.ui.ac.id/jepi/vol19/iss1
https://scholarhub.ui.ac.id/jepi/vol19/iss1/3
https://scholarhub.ui.ac.id/jepi?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fjepi%2Fvol19%2Fiss1%2F3&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://network.bepress.com/hgg/discipline/340?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fjepi%2Fvol19%2Fiss1%2F3&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://scholarhub.ui.ac.id/jepi/vol19/iss1/3?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fjepi%2Fvol19%2Fiss1%2F3&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages


Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia
Vol. 19 No. 1 Januari 2019: 49–61

p-ISSN 1411-5212; e-ISSN 2406-9280 49

Dampak Keterbukaan Perdagangan terhadap Ketimpangan Pendapatan
di Indonesia

The Effect of Trade Openness on Regional Inequality in Indonesia

Ayas T. Wigunaa,∗, & Maddaremmeng A. Panennungia

aDepartemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

[diterima: 8 Januari 2018 — disetujui: 9 November 2018 — terbit daring: 21 Maret 2019]

Abstract

Debates over the effect of trade openness on inequality across regions in a country have been arising. Mainly apply on
developing countries, such as Indonesia, trade openennes affect different level of development across regions. This study
is aimed at determining the effect of trade openness on inequality within provinces in Indonesia. A panel data analysis of
33 Indonesian provinces in the period of 2006–2015 has showed that trade openness has no significant effect on regional
inequality.
Keywords: trade openness; regional inequality; Indonesia

Abstrak
Keterkaitan antara keterbukaan perdagangan dengan ketimpangan pendapatan regional masih menjadi
perdebatan hingga saat ini. Khususnya pada negara berkembang, seperti Indonesia, keterbukaan perdagang-
an akan memberikan dampak yang berbeda pada setiap kabupaten/kota di dalam provinsi di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keterbukaan perdagangan terhadap ketimpangan
pendapatan antarkabupaten/kota di dalam provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan analisis data panel
dari 33 provinsi dalam rentang tahun 2006–2015, hasil yang didapatkan adalah keterbukaan perdagangan
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di dalam provinsi di
Indonesia.
Kata kunci: keterbukaan ekonomi; ketimpangan pendapatan provinsi; Indonesia

Kode Klasifikasi JEL: F12; R12

Pendahuluan

Keterkaitan antara keterbukaan perdagangan de-
ngan ketimpangan regional masih menjadi perde-
batan hingga saat ini. Sebagian pendapat mengata-
kan bahwa keterbukaan perdagangan dapat mengu-
rangi ketimpangan regional (Krugman dan Elizon-
do, 1996; Barua dan Chakraborty, 2010; Daumal,
2010). Namun sebagian lain mengatakan keterbuka-
an perdagangan dapat meningkatkan ketimpangan
regional (Paluzie, 2001; Silva dan Leichenko, 2004;
Ge, 2006; Rivas, 2007; Daumal, 2010).

∗Alamat Korespondensi: Jl. Buaran Sakti A5 No. 6, Klender,
Jakarta Timur 13470. E-mail: ayastasliwiguna@gmail.com.

Pada negara berkembang yang memiliki jumlah
penduduk yang banyak dan mulai memasuki era
industrialisasi yang meningkat, seharusnya keter-
bukaan perdagangan dapat membuat ketimpangan
regional menjadi semakin berkurang. Hal ini sesuai
dengan teori geografi ekonomi baru yang menje-
laskan bahwa keterbukaan perdagangan di negara
berkembang dapat mengurangi ketimpangan regio-
nal melalui munculnya aglomerasi ekonomi baru
di sekitar daerah pusat perekonomian demi meng-
hindari biaya polusi, sewa lahan, dan kemacetan
yang tinggi (Krugman dan Elizondo, 1996).

Teori ini sejalan dengan hasil penelitian Daumal
(2010) yang menemukan bahwa keterbukaan per-
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dagangan akan menurunkan ketimpangan regional
melalui perpindahan kegiatan industri dari pusat
kota ke daerah pinggiran. Hasil yang sama juga
ditemukan oleh Barua dan Chakraborty (2010) yang
menunjukkan bahwa semakin terbukanya pereko-
nomian akan membuat tumbuhnya pusat-pusat in-
dustri baru yang akan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi di kota kecil yang sebelumnya bergantung
kepada kota-kota besar. Dampaknya, ketimpangan
regional antarkota di dalam negara tersebut akan
berkurang.

Di sisi lain, beberapa penelitian mendapatkan ha-
sil yang bertentangan dengan teori tersebut. Paluzie
(2001) menemukan bahwa ketimpangan regional
akan meningkat seiring meningkatnya keterbukaan
perdagangan yang menyebabkan meningkatnya
kegiatan sektor manufaktur. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa ketika terjadi keterbukaan per-
dagangan, industri akan berkumpul di daerah pusat
ekonomi sehingga akan meningkatkan ketimpang-
an regional antara pusat kota dengan daerah ping-
giran. Penelitian Ge (2006) juga membuktikan bah-
wa peningkatan ketimpangan regional disebabkan
oleh meningkatnya keterbukaan perdagangan yang
memberikan keuntungan bagi aglomerasi industri
yang berada di daerah-daerah dengan akses lebih
baik ke pasar luar negeri. Silva dan Leichenko (2004)
juga menemukan bahwa peningkatan keterbukaan
perdagangan berhubungan dengan peningkatan ke-
timpangan pendapatan antardaerah dan di dalam
daerah yang disebabkan oleh peningkatan tenaga
kerja di sektor manufaktur.

Secara langsung maupun tidak langsung, pere-
konomian Indonesia yang lebih terbuka pun akan
memengaruhi tingkat perkembangan dan pertum-
buhan ekonomi antarprovinsi di Indonesia yang
berbeda antara satu provinsi dengan provinsi lain-
nya. Keterbukaan perdagangan akan memacu sek-
tor industri manufaktur berkembang. Konsentrasi
penduduk dan kegiatan ekonomi yang semakin
ramai di pusat ekonomi akan membuat industri

manufaktur bergeser ke daerah pinggiran untuk
menghindari biaya sewa dan penanganan polusi
yang tinggi. Hal ini akan menciptakan aglomerasi
ekonomi baru di daerah pinggiran yang sebelum-
nya tertinggal jauh dari sisi pertumbuhan ekonomi
sehingga dapat mengurangi ketimpangan regional
daerah tersebut. Oleh sebab itu, muncul dugaan
bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh ter-
hadap ketimpangan pendapatan antarprovinsi di
Indonesia.

Pada kasus Indonesia, dalam kurun waktu 2006–
2015 terjadi peningkatan tingkat keterbukaan perda-
gangan nasional yang diukur dengan rasio ekspor
dan impor terhadap Pendapatan Domestik Bruto
(PDB). Namun peningkatan tersebut tidak beriring-
an dengan rata-rata tingkat ketimpangan pendapat-
an antarkabupaten/kota di dalam provinsi. Berda-
sarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006,
nilai rata-rata tingkat keterbukaan perdagangan
mencapai 0,390, sedangkan rata-rata tingkat ketim-
pangan pendapatan antarkabupaten/kota di dalam
provinsi di Indonesia adalah sebesar 0,251. Sela-
ma satu dekade berselang, yaitu tahun 2015, nilai
rata-rata tingkat keterbukaan perdagangan menja-
di 0,455, sementara rata-rata tingkat ketimpangan
pendapatan antarprovinsi juga mengalami penu-
runan menjadi 0,234. Hal ini menunjukkan bahwa
peningkatan keterbukaan perdagangan diikuti de-
ngan penurunan tingkat ketimpangan regional di
Indonesia (Gambar 1).

Penelitian mengenai hubungan antara keterbu-
kaan perdagangan terhadap ketimpangan regional
di Indonesia masih sangat jarang dilakukan. Akita
(2002) menemukan peningkatan ketimpangan re-
gional di Indonesia dari tahun 1993–1997. Hal ini
terjadi dikarenakan meningkatnya aktivitas pere-
konomian yang hanya terkonsentrasi di beberapa
provinsi. Ketimpangan pendapatan tertinggi terjadi
di wilayah Jawa-Bali yang disebabkan oleh tinggi-
nya pendapatan yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta
dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di wi-
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Gambar 1: Tingkat Keterbukaan Perdagangan Nasional dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di dalam
Provinsi di Indonesia, 2006–2015

Sumber: BPS, berbagai terbitan (data telah diolah)

layah Jawa-Bali. Ketimpangan pendapatan yang
terjadi di wilayah Jawa-Bali tersebut mencakup
75% dari keseluruhan ketimpangan pendapatan
di tingkat provinsi di Indonesia. Namun, Akita
(2002) hanya melakukan penghitungan ketimpang-
an regional dengan metode dekomposisi dua tahap,
bukan mengaitkan pengaruh keterbukaan perda-
gangan dengan ketimpangan pendapatan regional.

Milanovic (2005) menjelaskan pengaruh keterbu-
kaan perdagangan terhadap ketimpangan regional
bergantung terhadap faktor apa yang menggerak-
kan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Ke-
tika pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh sektor
pertanian/agrikultural, pertumbuhan ekonomi da-
pat menurunkan ketimpangan regional. Namun,
ketika perekonomian lebih banyak digerakkan oleh
sektor industri/manufaktur, akan terjadi aglome-
rasi ekonomi yang mengakibatkan meningkatnya
ketimpangan regional. Dalam penelitiannya atas
pengaruh keterbukaan perdagangan terhadap ke-
timpangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia,
Milanovic (2005) menemukan bahwa keterbukaan
perdagangan yang dilakukan di Indonesia awal
1980-an menurunkan ketimpangan regional sam-
pai terjadinya krisis Asia tahun 1998. Setelah krisis
tersebut, keterbukaan perdagangan justru mening-

katkan ketimpangan regional di Indonesia. Namun,
penelitian Milanovic (2005) tidak dapat menjelaskan
dampak keterbukaan perdagangan terhadap ketim-
pangan regional dalam level provinsi di Indonesia
sebagaimana penelitian ketimpangan regional yang
dilakukan oleh Akita (2002).

Secara umum, penelitian yang sampai saat ini
telah dilakukan lebih difokuskan pada pengaruh
keterbukaan perdagangan terhadap ketimpangan
distribusi pendapatan di Indonesia, yang dalam
hal ini adalah ketimpangan distribusi upah tenaga
kerja. Oleh karena itu, berbeda dengan penelitian-
penelitian sebelumnya, penelitian ini akan meli-
hat dampak keterbukaan perdagangan terhadap
tingkat ketimpangan dengan menggunakan pende-
katan berbeda, yaitu ketimpangan regional yang
mencakup ketimpangan pendapatan antarkabu-
paten/kota di dalam provinsi. Hasil penelitian ini
tentunya diharapkan dapat memberikan penjelasan
terkait dengan pengaruh keterbukaan perdagangan
terhadap ketimpangan regional di Indonesia.

Tinjauan Literatur

Penelitian mengenai pengaruh keterbukaan perda-
gangan terhadap ketimpangan di Indonesia masih
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banyak dikaitkan dengan ketimpangan distribusi
pendapatan yang didasari teori perdagangan klasik
dari Heckscher-Ohlin (HO) dan Stolper-Samuelson
(SS). Teori HO didasarkan dari teori keunggulan
komparatif David Ricardo yang mengemukakan
bahwa perdagangan antarnegara dapat terjadi ka-
rena adanya perbedaan jumlah atau proporsi faktor
produksi yang dimiliki (endowment factors) masing-
masing negara, sedangkan teori perdagangan SS
menambahkan bahwa harga relatif dari suatu ba-
rang dipengaruhi oleh intensitas penggunaan faktor
produksi berlimpah dalam memproduksi barang
tersebut. Dengan kata lain, bila suatu negara memi-
liki banyak tenaga kerja, sebaiknya memproduksi
barang yang bersifat tenaga kerja intensif sehingga
dapat melakukan ekspor, yang pada akhirnya me-
ningkatkan keuntungan dan upah tenaga kerja pun
semakin meningkat, begitupun sebaliknya.

Paul Krugman (1980) mengatakan bahwa teori
keunggulan komparatif tidak dapat lagi menjelas-
kan perdagangan antarnegara yang terjadi di zam-
an sekarang ini. Jika sebelumnya teori keunggulan
komparatif menjelaskan bahwa perdagangan antar-
negara dapat memberikan keuntungan bagi kedua
belah pihak ketika masing-masing negara memiliki
keunggulan masing-masing, baik dari sisi modal
ataupun tenaga kerja (De Vivo, 1985), tetapi pada
saat ini justru negara-negara dengan keunggulan
komparatif yang sama juga dapat mendapatkan ke-
untungan dari perdagangan yang dilakukan. Con-
tohnya, baik Tiongkok maupun Amerika Serikat
masih mendapatkan keuntungan perdagangan mes-
kipun kedua negara sama-sama memperdagangkan
produk-produk berteknologi tinggi.

Paul Krugman (1980) menekankan kepada pe-
ngaruh peningkatan skala ekonomi terhadap per-
dagangan dan lokasi produksi. Peningkatan skala
ekonomi dapat terjadi ketika terjadi peningkatan
permintaan atas produk barang dan jasa sehingga
biaya produksi dari perusahaan atau industri ba-
rang dan jasa tersebut pun akan berkurang. Pada

dasarnya, Krugman meneruskan teori skala eko-
nomi yang pernah diteliti oleh Henderson (1974)
yang menjelaskan bahwa adanya polarisasi indus-
tri akan mengakibatkan peningkatan permintaan
atas produk barang dan jasa yang diproduksi oleh
industri sehingga peningkatan produksi tersebut
akan menurunkan biaya produksi. Selain itu, skala
ekonomi juga dipengaruhi oleh jarak lokasi antara
industri dan pasar yang akan memengaruhi biaya
transportasi produk barang dan jasa dari produsen
kepada konsumennya.

Krugman memberikan contoh pada suatu negara
yang dibagi menjadi dua daerah (daerah 1 dan 2).
Dengan asumsi terdapat dua jenis barang, yaitu ba-
rang manufaktur (M) dan barang agrikultural (A),
dan terdapat dua faktor produksi, yaitu lahan dan
tenaga kerja. Pada saat awal perdagangan, pabrik
akan berkumpul di kota yang menjadi pusat pereko-
nomian yang banyak penduduknya. Peningkatan
jumlah pabrik akan meningkatkan permintaan a-
kan jumlah tenaga kerja yang memicu datangnya
tenaga kerja baru dari daerah lain yang akan men-
ciptakan polarisasi perekonomian di pusat kota
sehingga lingkaran sebab-akibat dan ekuilibrium
baru pun akan terbentuk.

Gambar 2: Hubungan Lokasi Pabrik dan Tenaga Kerja
Sumber: Krugman (1980)

Gambar 2 menjelaskan hubungan ketergantung-
an dari pilihan lokasi pabrik dan tenaga kerja. Sum-
bu horizontal sebagai jumlah pabrik (SM) yang

JEPI Vol. 19 No. 1 Januari 2019, hlm. 49–61



Wiguna, A. T., & Panennungi, M. A. 53

berlokasi di daerah 1, sedangkan sumbu vertikal se-
bagai jumlah tenaga kerja yang merupakan jumlah
tenaga kerja di sektor manufaktur. Garis LL me-
nunjukkan hubungan antara distribusi tenaga kerja
dengan lokasi pabrik. Kurva MM menunjukkan ke-
tergantungan distribusi pabrik (SM) terhadap dis-
tribusi tenaga kerja (SL). Hubungan ini ditentukan
oleh biaya tetap dalam pembangunan pabrik (F) dan
biaya transportasi (t) untuk M unit barang manufak-
tur dari satu pabrik kepada sebagian SL di daerah 1
sehingga terdapat tiga kemungkinan keseimbangan
yang dapat terjadi, yaitu aglomerasi terjadi di salah
satu daerah (1 dan 3) atau keseimbangan produksi
di kedua tempat (2). Akan tetapi, keseimbangan
ini tidaklah stabil karena ketika sebuah perusahaan
memutuskan untuk memusatkan produksi pada
salah satu daerah, perusahaan-perusahaan lain pun
akan mengikuti. Jika jumlah penduduk yang beker-
ja di sektor agrikultural tersebar di kedua daerah,
bahkan ketika perusahaan berkumpul di salah satu
daerah, keseimbangan yang memungkinkan hanya
keseimbangan 2.

Krugman dan Elizondo (1996) menjelaskan hu-
bungan antara keterbukaan perdagangan dengan
ketimpangan regional melalui terciptanya aglome-
rasi ekonomi baru. Keterbukaan perdagangan akan
berdampak terhadap munculnya lokasi-lokasi aglo-
merasi baru sehingga kegiatan industri menjadi
lebih tersebar secara merata. Hal ini dapat berdam-
pak pada menurunnya ketimpangan regional.

Gambar 3 menggambarkan model ekuilibrium
hubungan antara tingkat proteksi perdagangan de-
ngan jumlah tenaga kerja. ρ merupakan tingkat
proteksi yang dilakukan suatu negara terhadap per-
dagangan internasional, sedangkan L1 merupakan
jumlah tenaga kerja yang terdapat di daerah 1. Ga-
ris lurus menunjukkan bahwa ekuilibrium berada
pada kondisi stabil, sebaliknya garis putus menun-
jukkan ekuilibrium yang tidak stabil. Krugman dan
Elizondo (1996) menjelaskan ketika proteksi perda-
gangan rendah yang berarti negara lebih terbuka

Gambar 3: Hubungan Proteksi Perdagangan dan Tenaga
Kerja

Sumber: Krugman dan Elizondo (1996)

dalam melakukan perdagangan, ekuilibrium akan
terbentuk dengan tersebarnya kegiatan produksi
di masing-masing daerah. Hal ini ditunjukkan dari
posisi L yang berada di tengah sumbu vertikal yang
berarti jumlah tenaga kerja di masing-masing dae-
rah relatif sama banyak, sedangkan ketika proteksi
perdagangan tinggi, ekuilibrium akan terbentuk
dengan terpusatnya kegiatan produksi pada salah
satu daerah saja.

Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian
Paluzie (2001) yang menyatakan bahwa, meski di
dalam model teorinya dorongan sentripetal yang
digunakan sama dengan model Krugman dan Eli-
zondo (1996), yaitu skala ekonomi, ukuran pasar,
dan biaya transportasi, tetapi di dalam menentukan
dorongan sentrifugal; tidak seperti Krugman dan
Elizondo yang menggunakan biaya lahan, Paluzie
menggunakan daya tarik dari pasar domestik yang
tersebar. Menurut Paluzie, model Krugman dan
Elizondo yang menjelaskan dampak keterbukaan
terhadap ketimpangan regional melalui dekosen-
trasi kegiatan ekonomi, lebih sesuai untuk meng-
gambarkan pertumbuhan daerah perkotaan baru di
Meksiko saja. Model Paluzie lebih menggambarkan
proses ketimpangan regional yang disebabkan oleh
keterbukaan ekonomi melalui munculnya polarisa-
si di daerah tertentu saja.

Dalam model penelitiannya, Paluzie mengasum-
sikan bahwa perekonomian dibagi menjadi tiga
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daerah: 1, 2, dan 0 (untuk daerah di luar 1 dan 2).
Ketiga daerah dapat melakukan perdagangan, te-
tapi hanya tenaga kerja manufaktur yang bergerak
di daerah 1 dan 2 (domestik). Terdapat dua jenis
barang, yaitu barang manufaktur (M) dan barang
agrikultural (A), dan terdapat dua faktor produksi,
yaitu lahan dan tenaga kerja. A merupakan sek-
tor dengan pasar persaingan sempurna dan hanya
memproduksi barang homogen, sedangkan M ber-
sifat monopolistik dan memproduksi berbagai jenis
barang.

Gambar 4 menjelaskan hubungan ketergantung-
an dari pilihan lokasi tenaga kerja sektor manufak-
tur antara dua daerah domestik dengan besarnya
biaya transportasi barang sektor manufaktur dari
dan ke luar negeri (eksternal). Sumbu horizontal se-
bagai biaya transportasi eksternal (T0), sedangkan
sumbu vertikal sebagai share of manufacturing labor
di daerah 1. Paluzie menjelaskan bahwa keterbuka-
an perdagangan meningkatkan skala ekonomi yang
akan mengurangi biaya transportasi barang manu-
faktur. Ketika biaya transportasi eksternal berada
pada titik 1,45, tenaga kerja manufaktur akan terse-
bar secara merata di kedua daerah domestik. Hal
ini ditunjukkan oleh posisi λ1 berada pada titik 1/3,
yang berarti share of manufacturing labor di daerah 1
bernilai 1/3, daerah 2 bernilai 1/3, dan daerah 0 pun
bernilai 1/3. Namun, semakin terbukanya perekono-
mian dengan nilai T0 bernilai 1,35, λ1 akan bernilai
2/3 atau 0, yang berarti share of manufacturing labor
terkonsentrasi di salah satu daerah saja.

Daumal (2010) meneliti dampak keterbukaan per-
dagangan terhadap ketimpangan regional di India
periode 1980–2003 dan Brazil periode 1985–2003.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan anali-
sis time series. Hasil penelitiannya adalah bahwa
keterbukaan perdagangan berdampak negatif ter-
hadap ketimpangan regional di Brazil. Sementara
di India, keterbukaan perdagangan berdampak po-
sitif terhadap ketimpangan regional. Penelitiannya
menjelaskan bahwa pengaruh keterbukaan perda-

gangan terhadap ketimpangan regional bergantung
kepada negara yang diteliti dalam hal kebijakan
keterbukaan perdagangan yang dilakukan oleh ne-
gara tersebut dan juga komposisi dari barang yang
diperdagangkan. Ukuran ketimpangan pendapatan
antardaerah yang digunakan oleh Daumal adalah
modifikasi koefisien Gini yang dapat mencermin-
kan ketimpangan yang terjadi antardaerah. Koefi-
sien Gini tertimbang tersebut dirumuskan sebagai
berikut:

(1)G =
1

GDPm

n∑
i

n∑
j>i

(GDP j − GDPi)PopiPop j

GDPm menggambarkan nilai rata-rata tertimbang
Gross Domestic Product (GDP) per kapita terhadap
penduduk dari seluruh provinsi. GDPi dan GDP j

adalah GDP per kapita provinsi ke-i dan ke- j, se-
dangkan Popi dan Pop j menunjukkan proporsi jum-
lah penduduk provinsi ke-i dan ke- j terhadap jum-
lah penduduk di semua provinsi. Sebagai contoh,
jika semua GDP per kapita bernilai sama yaitu sebe-
sar 100, hasilnya adalah nilai ketimpangan berubah
menjadi nol (0), yang berarti pendapatan regional
antarkabupaten/kota terdistribusi secara merata. Se-
baliknya, jika bernilai berbeda, dapat menunjukkan
ketimpangan pendapatan regional antarkabupaten/

kota. Ukuran ketimpangan regional tersebut akan
diadopsi di dalam penelitian ini.

Jaumotte et al. (2008) melakukan penelitian atas
dampak keterbukaan perdagangan terhadap ketim-
pangan di 51 negara berkembang dan maju periode
1981–2003 dengan menggunakan ukuran “de facto”
dan “de jure” atas keterbukaan perdagangan. Ukur-
an keterbukaan perdagangan secara “de facto” meng-
gunakan proksi rasio ekspor dan impor terhadap
pdb, sedangkan ukuran keterbukaan perdagangan
secara “de jure” menggunakan proksi tarif. Menurut
Jaumotte et al. (2008), baik “de facto” maupun “de
jure” dapat dijadikan ukuran keterbukaan perda-
gangan, hanya ukuran “de facto” lebih menggam-
barkan outcome yang menjelaskan kondisi aktual
atas keterbukaan perdagangan yang terjadi pada
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Gambar 4: Hubungan Lokasi Tenaga Kerja Sektor Manufaktur dan Biaya Transportasi Eksternal
Sumber: Krugman dan Elizondo (1996)

suatu negara. Pada penelitian ini, ukuran keterbu-
kaan perdagangan yang digunakan adalah secara
“de facto” saja dikarenakan data untuk ukuran “de
jure”, dalam hal ini tarif, hanya berlaku untuk level
nasional, sedangkan penelitian ini membutuhkan
data tarif untuk level provinsi/subnasional.

Selain keterbukaan perdagangan, salah satu fak-
tor lain yang dapat memicu ketimpangan regional
adalah investasi dan pendapatan per kapita. Dau-
mal (2010) menemukan bahwa masuknya investasi
asing/Penanaman Modal Asing (PMA) berpenga-
ruh terhadap meningkatnya ketimpangan regional.
Hal ini dikarenakan PMA tersebut berpusat pada
daerah-daerah yang sudah kaya dan relatif lebih
maju daripada daerah lainnya. Masuknya PMA
tersebut dapat menyerap tenaga kerja di kota ter-
sebut, yang secara aggregat akan meningkatkan
pendapatan di daerah tersebut. Kondisi inilah yang
menyebabkan ketimpangan regional menjadi sema-
kin lebar.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi secara tidak
langsung juga berhubungan dengan ketimpangan
regional. Hal ini berkaitan dengan kurva U-terbalik
yang dicetuskan oleh Kuznets (1955). Teori ini berbi-
cara mengenai hubungan antara tingkat ketimpang-
an pendapatan dan pendapatan per kapita. Kuznets

mengatakan bahwa pada awal pertumbuhan eko-
nomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk,
namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapat-
an akan membaik. Observasi ini dikenal sebagai
kurva Kuznets “U-terbalik”.

Faktor produksi (endowment factor) juga dapat me-
micu ketimpangan regional. Faktor produksi yang
banyak terdapat pada negara berkembang adalah
tenaga kerja tidak terampil dan infrastruktur. Rivas
(2007) meneliti dampak keterbukaan perdagangan
terhadap ketimpangan regional di 32 negara bagi-
an di Meksiko periode 1940–2000. Analisis yang
digunakan adalah data panel. Hasil penelitiannya
adalah bahwa keterbukaan perdagangan akan le-
bih menguntungkan daerah yang berpendidikan
rendah sehingga akan mengurangi ketimpangan
regional.

Selain itu, keterbukaan perdagangan juga akan
lebih menguntungkan bagi daerah dengan penda-
patan tinggi dan infrastruktur yang lebih baik se-
hingga akan meningkatkan ketimpangan regional.
Secara umum, keterbukaan perdagangan berdam-
pak terhadap meningkatnya ketimpangan regional.
Faktor endowment dalam model penelitian Rivas
(2007) akan diadopsi sebagai variabel kontrol di
dalam penelitian ini.
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Metode

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang
berasal dari instansi-instansi terkait, yaitu BPS, Ba-
dan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),
dan Bank Indonesia (BI). Data yang digunakan ada-
lah data 33 provinsi di Indonesia dengan rentang
waktu selama 10 tahun yaitu 2006–2015. Provinsi
Kalimantan Utara tidak dimasukkan ke dalam pe-
nelitian dikarenakan baru mulai terbentuk tahun
2012.

Data yang diperlukan dalam menghitung ketim-
pangan pendapatan antarprovinsi adalah data Pro-
duk Domestik Regional Bruto (PDRB) per provinsi
dan PDRB per kapita per provinsi yang berasal dari
BPS. PDRB yang digunakan adalah atas dasar harga
konstan. Dalam menghitung indeks Gini modifi-
kasi yang merujuk pada penelitian Daumal (2010),
diperlukan data penduduk untuk setiap provinsi
yang didekati dengan hasil bagi antara PDRB per
provinsi dan PDRB per kapita per provinsi.

Data variabel keterbukaan perdagangan meru-
pakan rasio dari jumlah ekspor dan impor terhadap
PDRB atas dasar harga berlaku yang dikeluarkan
oleh BPS. Variabel PMA merupakan rasio dari PMA
terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Data PMA
berasal dari BKPM, sedangkan data pendapatan per
kapita dan PDRB sektor pertambangan dan peng-
galian didapat dari BPS. Data tenaga kerja tidak
terampil berasal dari data tenaga kerja menurut pen-
didikan pada setiap provinsi yang dikeluarkan oleh
BPS dengan asumsi penduduk berusia 15 tahun ke
atas yang bekerja dengan ijazah pendidikan maksi-
mal Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sedera-
jat. Tenaga kerja tamatan Sekolah Menengah Atas
(SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
diasumsikan sebagai tenaga kerja terampil karena
pada jenjang tersebut sudah dibekali dengan kete-
rampilan khusus seperti reparasi/pembuatan mobil,
memasak, pariwisata, dan sebagainya sehingga te-
naga kerja tersebut tidak dimasukkan dalam tenaga

kerja tidak terampil.

Ukuran infrastruktur yang digunakan adalah
rasio elektrifikasi dan panjang jalan. Rasio elektri-
fikasi diukur dari persentase rumah tangga yang
teraliri listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN). De-
ngan asumsi bahwa PLN merupakan sumber listrik
utama di Indonesia dan semakin tinggi rasio elektri-
fikasi, semakin banyak industri yang berkembang
di daerah tersebut. Variabel panjang jalan merupa-
kan rasio dari panjang jalan yang ada di provinsi
terhadap luas provinsi tersebut. Dengan asumsi
bahwa semakin banyak akses jalan yang meng-
hubungkan satu daerah dengan daerah lainnya,
berarti akses yang menghubungkan hasil industri
satu daerah ke daerah lain semakin tinggi. Data
rasio elektrifikasi dan panjang jalan berasal dari
BPS. Data panjang jalan merupakan data total pan-
jang jalan yang dimiliki oleh provinsi. Data tersebut
merupakan jumlah dari panjang jalan kewenangan
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang ada di
dalam suatu provinsi tertentu, sedangkan data luas
wilayah provinsi mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) No. 66 Tahun 2011
tentang Kode Data dan Data Wilayah Administra-
si Pemerintahan. Untuk data yang menggunakan
satuan dolar Amerika Serikat (AS), data tersebut
terlebih dahulu harus dikonversi ke dalam rupiah
dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah yang
dipublikasikan oleh BI.

Variabel terikat pada penelitian ini adalah tingkat
ketimpangan pendapatan antarkabupaten/kota di
dalam provinsi di Indonesia, sedangkan variabel
bebasnya adalah: (1) Variabel utama: keterbukaan
perdagangan, yaitu rasio ekspor dan impor terha-
dap PDRB; dan (2) Variabel pendukung, yaitu share
of labor sektor manufaktur yang diukur dari jum-
lah tenaga kerja sektor manufaktur dibandingkan
dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan, penda-
patan per kapita, PDRB sektor pertambangan dan
penggalian, rasio tenaga kerja tidak terampil yang
diukur dengan rasio tenaga kerja berpendidikan
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SMP atau sederajat terhadap jumlah tenaga kerja,
rasio elektrifikasi yang diukur dengan rasio jumlah
rumah tangga yang teraliri listrik terhadap jumlah
rumah tangga keseluruhan, dan rasio panjang jalan
terhadap luas daerah. Spesifikasi model yang di-
bangun merujuk kepada penelitian Daumal (2010)
adalah sebagai berikut:

Git = β0 + β1TOit + β2LMit + β3TO ∗ LMit + β4PPK2
it

+ β5PPit + β6TKTTit + β7REit + β8PJit + εit

(2)

dengan Git adalah indeks ketimpangan pendapat-
an antarkabupaten/ kota di dalam provinsi pada
provinsi i dan tahun t, TOit adalah rasio ekspor
dan impor terhadap PDRB pada provinsi i dan ta-
hun t, LMit adalah share of labor sektor manufaktur
pada provinsi i dan tahun t, PPKit adalah PDRB
per kapita pada provinsi i dan tahun t, PPit adalah
rasio PDRB sektor pertambangan dan penggalian
terhadap PDRB total pada provinsi i dan tahun
t, TKTTit adalah rasio tenaga kerja dengan ijazah
pendidikan terakhir maksimal SMP atau sederajat
terhadap jumlah tenaga kerja pada provinsi i dan ta-
hun t, REit adalah rasio jumlah rumah tangga yang
teraliri listrik terhadap jumlah rumah tangga pada
provinsi i dan tahun t, PJit adalah rasio panjang
jalan terhadap luas daerah provinsi i dan tahun t,
dan εit adalah error term.

Proses untuk mendapatkan model data panel
terbaik dilakukan melalui serangkaian pengujian.
Pada langkah pertama, dilakukan regresi pada se-
mua model data panel, baik itu model pooled effect,
fixed effect, dan random effect. Selanjutnya dilakukan
pengujian Hausman untuk menentukan model ter-
baik yang dapat digunakan antara model fixed effect
dengan random effect. Dengan hipotesis H0 adalah
model random effect dan H1 adalah model fixed effect,
didapat hasil sebagai berikut:

Prob > chibar2 = 0, 3186

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kesimpu-

lannya adalah tolak H0. Hal ini ditunjukkan dengan
nilai p-value 0,3186 > 0,05 (α yang digunakan se-
besar 0,05) maka tolak H0 atau yg terbaik adalah
model random effect. Ketika hasil pengujian Hausm-
an menunjukkan bahwa model random effect yang
lebih baik daripada model fixed effect, pengujian
tidak perlu diteruskan.

Hasil dan Analisis

Berdasarkan proses pengujian sebelumnya, dida-
patkan bahwa model terbaik untuk mengestimasi
Persamaan (2) adalah model random effect (hasil
uji terlampir). Hasil estimasi Persamaan (2) me-
nunjukkan bahwa secara serempak variabel bebas
yang digunakan, yaitu keterbukaan perdagangan,
share of labor sektor manufaktur, pendapatan per
kapita, jumlah tenaga kerja tidak terampil, pan-
jang jalan, dan elektrifikasi berpengaruh signifikan
terhadap ketimpangan daerah di dalam provinsi.
Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai probabilitas
(FStatistik) sebesar 0,000. Namun, koefisien determi-
nasinya hanya 18,80%. Hal ini menandakan bahwa
ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di dalam
provinsi sebagian besar dijelaskan oleh variabel lain
yang tidak dimasukkan ke dalam model persama-
an. Hasil estimasi Persamaan (1) dapat dilihat pada
Tabel 1.

Dari Tabel 1 yang menyajikan data hasil regresi
ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di dalam
provinsi di Indonesia, yang merupakan variabel
tidak bebas dalam penelitian ini, diketahui bah-
wa faktor kunci dalam penelitian ini adalah faktor
keterbukaan perdagangan. Berdasarkan hasil es-
timasi, didapatkan bahwa variabel keterbukaan
perdagangan tidak berpengaruh secara signifikan.
Terdapat beberapa kelemahan dari penggunaan
variabel keterbukaan perdagangan. Kelemahan per-
tama adalah keterbukaan perdagangan pada setiap
provinsi didekati oleh perhitungan nilai ekspor dan
impor yang terjadi pada pelabuhan bongkar muat
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Tabel 1: Hasil Regresi Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/ Kota di dalam Provinsi di Indonesia (2006-2015)

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TO 0,016* 0,014 -0,009 -0,009 -0,009 -0,02 -0,019 -0,022 -0,022

(0,099) (0,140) (0,502) (0,511) (0,509) (0,173) (0,188) (0,116) (0,117)
LM 0,186* 0,044 0,043 0,046 0,044 0,029 0,067 0,067

(0,054) (0,685) (0,686) (0,668) (0,682) (0,783) (0,526) (0,528)
TO*LM 0,002*** 0,002*** 0,002*** 0,003*** 0,003*** 0,003*** 0003***

(0,009) (0,009) (0,009) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002)
LAG TO -0,005 -0,005 -0,007 -0,008 -0,006 -0,006

(0,488) (0,484) (0,384) (0,324) (0,401) (0,401)
PPK2 0,255 0,015 0,348 0,832 0,832

(0,625) (0,977) (0,549) (0,158) (0,159)
PP 0,088*** 0,087*** 0,090*** 0,090***

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
TKTT -0,005 -0,005 -0,005

(0,759) (0,759) (0,755)
RE - 0,029*** - 0,029***

(0,001) (0,001)
PJ -0,003

(0,946)
Keterangan: *** signifikan pada taraf 1%

* signifikan pada taraf 10%
Sumber: Hasil Pengolahan Penulis dengan Stata 12

setiap provinsi yang bersangkutan. Hal tersebut
dapat menimbulkan bias terhadap pencatatan nilai
ekspor dan impor dari provinsi yang bersangkutan
karena nilai tersebut bukan berdasarkan kemam-
puan setiap provinsi dalam memproduksi barang
ekspor ataupun dalam menggunakan barang impor.
Sebagai contoh adalah Pelabuhan Tanjung Priok
yang ada di DKI Jakarta. Sebagai salah satu pela-
buhan besar di Indonesia dengan segala kelebihan-
nya, Pelabuhan Tanjung Priok bukan hanya tempat
mengekspor barang yang diproduksi pada Provinsi
DKI Jakarta, tetapi juga mengekspor barang yang
diproduksi pada provinsi lain sekitar DKI Jakarta,
seperti Banten dan Jawa Barat.

Kelemahan kedua adalah variabel keterbukaan
perdagangan yang didapatkan dari proporsi jum-
lah ekspor dan impor terhadap PDRB kurang tepat
digunakan sebagai pendekatan dari keterbukaan
perdagangan. Hal ini dikarenakan bahwa keter-
bukaan perdagangan bukan merupakan indikator
yang dapat menggambarkan perjanjian perdagang-
an bebas karena selama ini salah satu aspek da-
ri perjanjian perdagangan bebas adalah dengan
skema penurunan tarif sehingga penurunan tarif

kemungkinan lebih tepat menggambarkan keter-
bukaan perdagangan. Namun, ukuran tarif hanya
berlaku sampai dengan tingkat nasional sehingga
data untuk mengukur keterbukaan perdagangaan
dengan ukuran tarif di tingkat provinsi sebagai-
mana dibutuhkan di dalam penelitian ini tidak
tersedia.

Selain itu, variabel yang berpengaruh secara sig-
nifikan di dalam penelitian ini adalah interaksi
antara keterbukaan perdagangan dengan share of
labor sektor manufaktur. Hal ini menjelaskan bahwa
keterbukaan perdagangan tidak secara langsung
memengaruhi keterbukaan perdagangan, tetapi pe-
ngaruhnya dapat terlihat melalui perpindahan tena-
ga kerja yang mengikuti migrasi industri akibat ada-
nya keterbukaan perdagangan sehingga berdampak
signifikan terhadap meningkatnya ketimpangan
pendapatan daerah. Hasil ini sesuai dengan model
penelitian Paluzie (2001) yang menjelaskan bahwa
pada negara berkembang, keterbukaan perdagang-
an akan meningkatkan ketimpangan regional di-
sebabkan oleh polarisasi industri yang terpusat di
daerah-daerah tertentu saja. Secara empiris, hasil
ini juga sesuai dengan penelitian Ge (2006) yang
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membuktikan bahwa peningkatan ketimpangan re-
gional disebabkan oleh meningkatnya keterbukaan
perdagangan yang memberikan keuntungan bagi
aglomerasi industri yang berada di daerah-daerah
dengan akses ke pasar luar negeri yang lebih baik.
Silva dan Leichenko (2004) juga menemukan bahwa
peningkatan keterbukaan perdagangan berhubung-
an dengan peningkatan ketimpangan pendapatan
antardaerah dan di dalam daerah yang disebabkan
oleh peningkatan tenaga kerja di sektor manufak-
tur. Selain itu, variabel PDRB sektor pertambangan
dan penggalian yang berpengaruh secara positif
terhadap ketimpangan pendapatan antarkabupa-
ten/kota di dalam provinsi. Hal ini menunjukkan
bahwa provinsi-provinsi yang memiliki kekayaan
sumber daya alam sektor pertambangan dan peng-
galian memang lebih mendapatkan keuntungan
dari perdagangan dibandingkan provinsi-provinsi
lainnya sehingga sesuai dengan hipotesis awal yang
menjelaskan bahwa pada negara berkembang seper-
ti Indonesia, ketimpangan regional akan meningkat
di masa awal pertumbuhan ekonomi. Variabel rasio
elektrifikasi berpengaruh negatif terhadap ketim-
pangan pendapatan antarkabupaten/kota di dalam
provinsi yang berarti peningkatan rasio elektrifikasi
dapat menurunkan ketimpangan pendapatan an-
tarkabupaten/kota di dalam provinsi di Indonesia.

Kesimpulan

Keterbukaan perdagangan tidak berpengaruh se-
cara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan
kabupaten/kota di dalam provinsi di Indonesia. Se-
baliknya interaksi antara keterbukaan perdagangan
dengan share of labor sektor manufaktur menun-
jukkan hasil yang positif dan signifikan. Hal ini
menjelaskan bahwa keterbukaan perdagangan ti-
dak secara langsung memengaruhi keterbukaan
perdagangan, tetapi pengaruhnya dapat terlihat
melalui perpindahan tenaga kerja yang mengikuti
migrasi industri dan adanya perbedaan produkti-

vitas antara sektor manufaktur dengan sektor lain
yang berdampak signifikan terhadap peningkat-
an ketimpangan pendapatan antardaerah. Selain
itu, terdapat kecenderungan bahwa provinsi yang
memiliki sumber daya alam sektor pertambangan
dan penggalian yang tinggi akan meningkatkan
ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di dalam
provinsi, sedangkan peningkatan rasio elektrifikasi
dapat menurunkan ketimpangan pendapatan an-
tarkabupaten/kota di dalam provinsi di Indonesia.
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